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ABSTRAK : − Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan 

Komisi Pemilihan Umum, perlu membentuk Satuan Tugas Unit Pengendalian 

Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan dengan 

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan. 

 

  − Dasar Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : Undang-Undang Nmor 28 

Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi, dam Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150); Undang-Undang Nomor 30 

Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4250); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 

Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 

tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 

tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum 

Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan 

Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang 

Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum 

Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem 

Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum; Peraturan Komisi 



Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Sistem 

Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Komisi Pemilihan Umum; 

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang 

Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Intern Pemerintah Di Lingkungan KPU. 

 

 

  − Dalam Keputusan KPU Kabupaten Seruyan Nomor : 02/PW.01/6207/2022 diatur 

tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan. 

 

CATATAN  − Keputusan KPU Kabupaten Seruyan ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 6 

Januari 2022 

− Lampiran : 2 halaman. 

 

 


